
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

Selanjutnya

Nama

Jabatan

: Dra. Rosdiana.

: Wakil Panitera Pengadilan Agama Watampone

disebut pihak pertama.

: Kamaluddin, SH.,MH.

: Panitera Pengadilan Agama Watampone.

Selaku atasan pihak pertama, selajutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama beryanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 4 Januari 2016

SH.,MH.



Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA . PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO I SASARAIIfEO_GBAJU rrcq^rAN
1. I Peningkatan pengelolaan tertib

INDIKATOR KINERJA TARGET
-Prosentase control proses 100

100
administrasi perkara. pendaftaran perkara.

-Prosentase control pengisian
register perkara, Buku Jurnal
Keuangan perkara, dan buku
induk keuangan perkara
berdasarkan jumlah perkara
yang diterima dan proses
pengelolaan dan
penyelesaian perkara.
-Prosentase control
pendistribusian perkara ke
majelis hakim tepat waktu.

-Prosentase control

100

100
pengelolaan / pengiriman
berkas perkara Banding,
Kasasi dan PK secara tepat
dan benar.
-Prosentase control i 100
pembuatan dan pengiriman
laporan bulanan dan laporan
tahunan perkara.
-Prosentase perkara yang
ditangani diminutasi tepat
waktu.
-Prosentase contol
pelaksanaan pengarsipan
perkara.
-Prosentase control
pelaksanaan pemberitahuan
isi putusan.
-Prosentase control
Pembuatan, pendistribusian
AC dan salinan putusan I
penetapan

-Prosentase penyelesaian BAS
yang benar dan tepat waktu.

100

100

100

100

100



2.

3.

4.

Peningkatan pelayanan hukum bagi
masyarakat yang tidak mampu (

Justice for all).

Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan transparansi peradi lan

-Prosentase pembebasan
biaya perkara bagi masyarakat
tidak mampu 80 perkara.
-Prosentase pelaksanaan
pendataan peserta sidang
keliling layanan terpadu 8 kali
kegiatan.
-Prosentase pelaksanaan
sidang keliling layanan terPadu
32 kali kegiatan.
-Prosentase pelaksanaan
layanan bantuan hukum bagi
masyarakat tidak mamPu 760
jam layanan

-Prosentase koordinasi hasil
temuan hakim pengawas
internal yang ditindak lanjuti.

-Prosentase koordinasi hasil
temuan ektemal yang ditindak
lanjuti.

-Prosentase koordinasi
pengaduan masyarakat yang
ditindak lanjuti.

-Prosentase control putusan
yang dimuat dalam direktori
putusan Mahkamah Agung.

100

100

100

100

100

100

100

100
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